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PUTUSAN
Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.Pal

e

~"

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

A DEMI KEAD
21 ki\ 4 1
L]%‘l. . e é{.l'

1} it l;f:g gddilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara

Y-l

da tingkat pertama yang terdaftar secara e-court dalam sidang

A Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah kontentius antara:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Sigeri, 05 Juni 1967/57 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat
kediaman di xxxxxxx, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
dengan domisili elektronik email: mansur20856@gmail.com,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Pare-Pare, 14 Februari 1980/44
tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang,
tempat kediaman di xxxxxx Kecamatan Palu Barat, Kota Palu,
selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu

melalui e-court pada tanggal 20 Neovember 2024 dengan register perkara

Nomor 974/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXX dan Pemohon telah melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 1972 di

rumah orang tua Pemohon di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa,
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Bahwa antara XXXXXXXX dan Pemohon tidak ada
pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam ;
3. Bahwa setelah menikah XXXXXXXX dan Pemohon
bertempat tinggal di Jalan Bayam Lorong I, RT003, RW008, Kelurahan
Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4, Bahwa selama pernikahan tersebut XXXXXXXX dan
Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :

4.1. Anak | (Termohon);

4.2. Anak 2 ;

4.3. Anak 3 ;

4.4, Anak 4 ;

4.5, Anak 5 ;

4.6. Anak 6 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak
ketiga yang menggangu gugat pernikahan XXXXXXXX dan Pemohon
tersebut dan selama itu pula XXXXXXXX dan Pemohon tetap
beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang XXXXXXXX dan Pemohon
tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak
terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan
tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
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Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia dalam
pada tanggal 28 Oktober 2024 sesuai Kutipan Akta
: 7210-KM-04112024-0003 yang dikeluarkan oleh
6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi
November 2024 ;

Bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah

njadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu XXXXXXXX ;
9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan mendapatkan
kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai
persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus
administrasi BPJS Ketenagakerjaan milik XXXXXXXX ;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada
Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara
XXXXXXXX dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 15 Oktober
1972 ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara XXXXXXXX dan

Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 1972 di Desa
Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi
Sulawesi Selatan ;

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut
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surat permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas maksud dan tujuan

Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan

Pemohon dengan Xxxxxxxx yang dilangsungkan menurut agama Islam

padatanggal 15 Oktober 1972 di rumah orang tua Pemohon di Desa

Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kota Palu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A.Surat

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen Nomor
727102/NP1/18112024/0001 dengan NIK. 727102456670006 an. Kanna,
yang di keluarkan Duk Capil Kota Palu, berlaku sampai 17 November
2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 7210-KM-04112024-0003 dari
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi tanggal 04 November 2024.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi
Saksi |, tempat tanggal lahir Sigeri 25 April 1968, umur 56 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan Rumah tangga, bertempat

tinggal di xxxxx, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggal;
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Bahwa saksi mengenal Pemohon;
Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di

ini untuk mengesahkan pernikahannya Pemohon dengan

Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan XXXxXxxx

Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx menikah di Desa
Sabbamparu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi
Sulawesi selatan pada tanggal 15 Oktober 1972;

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon bernama XXXXXXXxX;

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXXXXXxX
adalah Imam Masjid bernama XXxXxxxxx;

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat
terjadinya ijab kabul adalah Xxxxxxxx dan XXxXXXxxX;

- Bahwa mahar yang diberikan Xxxxxxxx kepada
Pemohon berupa uang sejumlahRp. 35.000,-;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan
umur 21 tahun dan Xxxxxxxx berstatus perjaka umur 25 tahun;

- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan
darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain
yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XxxXxxxXx;

- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx tidak pernah
bercerai;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan
Xxxxxxxx telah dikaruniai 6 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan XXXXXXXX

dimaksudkan untuk untuk persyaratan pengurusan akta nikah dan
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pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm.

‘ pat Pare-Pare, tanggal lahir 01 Juli 1971, umur 53 tahun,
pendidikan SD Keperawatan pekerjaan mengurus rumah
pat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah
berikan keterangan sebagai berikut :
Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menghadap di
persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya Pemohon dengan
XXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan
Xxxxxxxx menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx menikah di Desa
Sabbamparu, Kecamatan Suppa pada tanggal 15 Oktober 1972;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah
kandung Pemohon bernama XXXxxXXXxXx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan XXxXxXxxX
adalah Imam Masjid bernama XXXXXXxX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat
terjadinya ijab kabul adalah Xxxxxxxx dan XXXxxxXx;
- Bahwa mahar yang diberikan Xxxxxxxx kepada
Pemohon berupa uang sejumlah Rp. 35.000,-;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan
dan Xxxxxxxx berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx tidak ada hubungan
darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikabh;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain

yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XxxXxxxXx;
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Bahwa Pemohon dengan Xxxxxxxx tidak pernah
Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan

Bahwa itsbat nikah Pemohon dengan XXXXXXxX

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan
Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon dan
Termohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itshat Nikah Pemohon telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14
hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang
mengajukan keberatan atas permohonan ltsbat Nikah tersebut, maka Majelis
Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan suami yang bernama XxXXxXXXx
telah melangsungkan pernikahan di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa,
Kota Palu, padatanggal 15 Oktober 1972, dengan wali nikah Ayah Kandung
Pemohon bernama Xxxxxxxx, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam
Masjid bernama Xxxxxxxx, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar

Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi
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ama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, namun Pemohon dengan
i Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut

UA, sementara Pemohon angat membutuhkan bukti

pernikahan,

Py

gak keberatan atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon;
n" pang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya,

uk Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan;

bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon

pemdhon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Tanda Bukti
Pendataan Penduduk Non- Permanen Pemohon yang dikeluarkan oleh
Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah
dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti
P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu,
sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili perkara yang
diajukan Pemohon, terhadap bukti P.2 terbukti suami Pemohon bernama
Xxxxxxxx telah meninggal tanggal 28 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu
Munsiru binti Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang telah memberikan keterangan
secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara
materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil
permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya
kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian
tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk
menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon
serta bukti tertulis dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai
berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Suaminya
bernama Xxxxxxxx padatanggal 15 Oktober 1972 di Desa Sabbamparu,

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pirang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan
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afla imam masjid bernama Xxxxxxxx, dengan maskawin
ai sejumlah Rp. 35,000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)

2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXX

Wxxx &cberstatus jejaka;

Bahwa antara Pemohon dan suaminya Xxxxxxxx tidak ada hubungan
darah atau sesusuan atau semenda serta hal lain yang menghalangi
pernikahan Pemohon dengan suaminya;

- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
buku nikah dan keperluan administrasi BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh
Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974,
yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan,
namun karena para Pemohon dalam dalil permohonannya sangat
memerlukan adanya kepastian hukum atas status hukum perkawinannya,
sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah. Maka demi
kemaslahatan dan atau kepentingan bagi Pemohon dan juga terhadap anak
keturunannya dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7
ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal
permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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sampai den Hdsal 29 Kompilasi Hukum Islam;
‘éleni bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan
a |

=

Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan
perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Hakim pula
mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim

sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :
Jac sanbivg Jos VI IS V

Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali
dan dua orang saksi yang adil”.
2.

Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah,
hal.133:

UL albsledl axdld 1, 01 Jua, o

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil

balig”.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon tersebut, patut
diperhatikan pula pendapat ahli fikih yang dikemukan oleh Ahmad Al-

Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang
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Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan
sah perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama XxXxxxxx ;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon

(XXXXXXXX) dengan suaminya (XXXXXXXX) yang dilaksanakan pada
tanggal 15 Oktober 1972 di Desa Sabbamparu, Kecamatan Suppa,
Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon
sejumlah Rp.173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mohamad Xxxxxxxx, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I.,
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sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada
ohon melalui aplikasi e-court oleh Ketua Majelis beserta
ta tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai

ti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara

Hakim Anggota Ketua Majelis,

ttd ttd
Ulfah, S.Ag., M.H. Mohamad Xxxxxxxx, S.Ad., M.H.
ttd

Hj. Musrifah, S.H.l.
Panitera Pengganti,

ttd

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.
Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
Rp 20.000,00
b. Panggilan Pertama Pdan T : Rp 10.000,00
c. Redaksi : Rp 75.000,00
2. Biaya Proses : Rp 28.000,00
3. Panggilan : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp173.000,00
Jumlah

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Palu
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Panitera

td

Usman Abu, S.Ag., M.H.
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